PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI FKPM DI KECAMATAN BAE KABUPATEN KUDUS

(Studi Kasus Penyelesaian Perselisihan Pendirian Gereja di Desa Gondangmanis Bae Kudus) by Wibowo, Deny Ardi
 
 
DAFTAR PUSTAKA  
Buku dan Jurnal 
Ali,Mahfudz. 2011. Peran Polri dalam Pelaksanaan ADR bagi Penyelesaian 
Sengketa Pidana Ringan, Makalah disampaikan dalam seminar yang 
diselenggarakan oleh FH UMK. UMK: Kudus. 
Ali, Zainuddin. 2009.Metode Penelitian Hukum.Sinar Grafika:Jakarta. 
Anonym.Panduan Petugas Polmas.  
_______.Program Pemolisian Kepolisian.IDSPS Press: Jakarta. 
Arief, Barda Nawawi. 2008. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar 
Pengadilan. Program Magister Ilmu Hukum UNDIP: Semarang. 
Hanitijo Soemitro, Ronny. 1988. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. 
Ghalia: Jakarta. 
_____________________ . 1983. Metodologi Penelitian Hukum. Ghalia : Jakarta. 
Hidayatullah. 2012. Desertasi” Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan 
Melalui FKPM”. UNDIP: Semarang. 
Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti: 
Bandung. 
M.Friedman, Lawrence. 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Nusamedia: 
Bandung. 
Mulyadi, Lilik. Mediasi Penal dalam Sistem peradilan pidana 
Indonesia:Pengkajian asas, norma, teori dan praktik. Yustisia. 
Nawawi,Hadari. 1993. MetodePenelitian Bidang Sosial. Gadjah Mada University 
Press :Jogja. 
Poernomo, Bambang. 1992. Asas-asas Hukum Pidana. Ghalia Indonesia: Jakarta. 
Prayitno, Puji. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana 
Dimaksud Pasal 351 Ayat (1) Dan Ayat (2) Kuhp Jo Pasal 352 
Melalui Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pontianak, 
Pontianak. 




_______________. 2009.  Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. 
Genta Publishing: Yogyakarta. 
Simorangkir, dkk. 2006. Kamus Hukum. Sinar Grafika: Jakarta. 
Soekanto, Soerjono. 1993. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan 
Hukum. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 
Suharsimi, Arikunto. 2002.Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Edisi 
Revisi V). Rineka Cipta : Jogja. 
Susanto, dkk. 2008. Polmas Falsafah Baru Pemolisian. Pensil-324: Jakarta. 
Suteki.2010. Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) 
Demi Pemuliaan Keadilan Substantif dalam Pidato Pengukuhan Guru 
Besar.Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang. 
Thahar, Erlinus. 2008. Polmas, Mewujudkan Sinergitas Polisi dan Masyarakat, 
Staf Program Islam dan Gender Fahmina-institute.  
Wahyono. Dinamika Fungsi Kepolisian dan Hubungannya dengan Program 
Perpolisian Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara 
Surabaya: Surabaya. 
Yusrizal. 2011. Penegakan Hukum Dalam Penanganan Gelandangan Dan 
Pengemis (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Dan 
Hukum Pidana). USU: Sumatra Utara. 
Zulfa, Eva Achjani.2011. Pergeseran Paradigma Pemidanaan. Lubuk Agung: 
Bandung. 
Peraturan Perundang-undangan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. 
Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas 
Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. 
Peraturan Kapolri No 7 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Pedoman 
Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Tugas Polri. 
 
 
Skep Kapolri No.Pol. : SKep / 737 / X / 2005 tanggal 13 Oktober 2005tentang 
Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Polmas dalam 
penyelenggaraan Tugas Polri. 
SKep Kapolri No.Pol: SKep / 433 / VII / 2006 seri Polmas 737-3, 1 Juli 2006 
tentang Panduan Pembentukan dan Operasionalisasi Perpolisian 
Masyarakat. 
Telegram Kapolda Jateng No. Pol: T /979/ X / 2006 tanggal 5 Oktober 2006 
tentang Perintah segera membentuk dan mengaktifkan FKPM untuk 
setiap Kecamatan minimal satu FKPM. 
Keputusan Kepala Desa Gondangmanis No. 140 / 03 / 2008, 20 Agusus 2008 




Diakses tgl 3/10/2013 jam 13.45 WIB. 
http://prasxo.wordpress.com/2011/05/31/pengertian-tindak-pidana-menurut-para-




tgl 10/9/2013 jam 11.30 WIB 
 
